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PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

ABSTRAK : - Dalam rangka mempercepat pengembangan Panas Bumi, perlu
menyempurnakan pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara
pelaksanaan pelelangan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas
Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun
2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2);
UU No. 27 Tahun 2003; PP No0.59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010

- Dalam Peraturan Pemerintah Ini diatur Tentang : Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan Usaha
Panas Buml. Diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan
ayat (6) dihapus, Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, Ketentuan Pasal 12 ayat
(1) diubah serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, Ketentuan Pasal 18
diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan
Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
diubah, Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal
22A dan Pasal 22B, Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan
5 (lima) Pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, dan Pasal
23E, Ketentuan Pasal 24 diubah, Ketentuan Pasal 25 dihapus, Ketentuan
Pasal 26 diubah, . Ketentuan Pasal 27 diubah, . Ketentuan Pasal 28 diubah.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14
Oktober 2014.
- Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini
- Penjelasan 6 HIm






